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BELANJA DAERAH KABUPATEN K/

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

Menimbang a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayai (2)
Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 83 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeioiaan Keuangan
Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan lanja Daerah Kabupate
Katingan.

b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas

periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 lanhun 1399° entang Perubahan

Atas Undang-Undang No 1 tentang i

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republk indonesia
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Tahun 1999 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katir gan, E‘\quupowﬁ! i S%Tu\:ar‘; Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Le_"nf: ran Negara Republik indonesia Nomor
4180);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
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Lembaran Ne Reoubhk lndonesna Nomor 4250)

Undang- E;nc_ams Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Q)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

embaran leqas Rept ublik

i L R ]

Indonesia Tahu 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi

Uﬁﬁam—iiﬁﬁam Nomor 10

L AAA
1818

in 2004 ten 'af"!i” Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara epubllk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Ler

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

llndg' '-Unmng \mmnr 1! -ﬂhnn 4f‘u 4 tentang Pemeriksaan

€

Tambahan E%Vmara'“ hder‘essa Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4438);

.Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103,

FTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republ Tahun /Df‘u
Nomor 210, Tambahan Lemk j

Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
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4294),

23\% ing Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwak:lan Rakyat Daerah Lembaran
lik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan

'R’epubiik indonesia Nomor 4416)

kali diubah terakhir dengan
Nomor 21 *a"‘u.i"i 2007 tentana

i 5
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 200/ Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 47

fom o

Pemerintah Repubiik indones

raturdrn I
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada P rtar Pohtlk'
_Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomgr 137 Tambahan Lembaran
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on S
ah Repubhk lndonesya Nomor 55 Tahun

angan (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2005 Nomor 15/ Tambahan Lembaran
Indo a

Negara Republik nesia Nomor 4575);

Peraturan Pem "rir‘zah Republik indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45768

Hpmi’nrﬂﬂ i?e,r‘ﬁ«t—-:‘ ntah Republik indonesia Nomor 57 Tahun

YaTat=~

Republik indmesa Tahun 2005 Nomor 1392 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

2005 tentang Pengelolaan Keuangan ﬁdpi n mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578)

e - - " S— o e — - oy - p—_
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
iembaran Negara Rebpublik indonesia Tahun 2005 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
AT .
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3.Peraturan Pemerintah Republ

2006 tentang Laporan

Pemerintah (Lembaran Negara Reoubhk lndonesea tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

24 Peraturan Pemerintah Republik | Tahun
2007 tentang Pembagian umsan Pemermanan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia

Nomor 4737);

25 Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesianTahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

26 Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

27 Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang

Tunjangan Tenaga Kependidikan;

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah abupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

_Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

_Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011

tentang Peruhahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;

31 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Keria inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.

32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengajuan. Penyerahan dan Laporan
Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeiolaan
Keuangan Daerah,;

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

2005 tentang Pedoman Pengajuan.

erahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
entang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

it

0

Penganggaran  dan Pertanggungjawaban  Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata

Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daeranh;

37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentana Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

A rTEY ALE L AMmIImEATER! ;;,’;%'?!x‘gh"%il A EEEER: Anism s ATS ARL
Uﬂl:l\i"\ﬁ NARADUM AR KT /A1 INOAN FAMNUIN FRANAIO AN
2012.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Doaecai 4
HE =1 H
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud de
1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang selanjulnya
disingkat APBD Kabupaten Katingan, ah rencana Keuangan tahunan
DA il Wb smmt e W amtimms o Aisloas A Alaads mrommnes ~lalbs
i LzIHGI il llcl i \CT&L}U'JC{L@I [ X~ §8 ] IHCTi I yCM iy WK G IO at uiéﬁlu_‘vﬂ Mol oT I ATTCE
Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan, dan
Aitntankan Aanaan Paratiiran Naoara
ulu.vi.ur.ll\ul LR A lt’ul LI | i ARNAT AT B RS LA AT
2. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok
Tyt d Anmsasn
puodx (@ L Aigdl i

hal khusus lainnya yang harus diperl‘natikan!‘-‘éped,_lmam olen Pemerintah
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Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
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untuk tugas peradilan (yustisial), Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan

vViio 1 1
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Dimnca Aarm Darbiiinna Danmiilh Didharmiir Aaom WAIaled (Siisarnir Ao Dism i AA AL~
igoa udii LTI NuUdoa 1 Tl iding, ATJURTI I I T | ¥ VAN AUV U WAl Uupalll\ivd“f\uld

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjia D
D

Darmaristiab NMascal, Deaninai /W ab im ot 0t
i Ciliciibilari aTicil i IUP” iSii I\GUU’JGLUi i rauia.

Pegawai Tidak Tetap/Pekerja Harian/Tenaga K

Himmmblomt it il immeloa uraliti fartant s miins mislabeanalias
AiCAl Iaf\ul WAL TLRATY JG| Ivl\cl YV OANLL Lol Lol Il 3;,“ A I ICANOol iGNt i
dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai
o i ST ~ I I e Sk c L} T N o b s = = D




(1) Pedoman Penyusunan AP Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012,

meliputi

g | Tiriian Pandiian

LI i MJMM! ii CAF indaiAl i,

2. Landasan Penyusunan RKA-SKPD

4. Prinsip- prmsnp Penyusunan -SKPD Tahun An ggara n2012; -

b. nan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2012; dan
o. iya
(2) Ur enyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2042 alraiid mads ouat (4) arese imlmes o semmiroe
N L CANO LI PC&UG C{}'GH. \ i } LC| (971 uuu || G I_GH f li-..f R~
Peraturan Bupati ini
A
EIFALS 1id
KETENTUAN PENUTUP
Pegeomi 2
E Ol W
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

alet il alal ,Q pu-« am ﬁe,—

SEKDA @

'KEPALA BAPPEDA

KABED I. 1. £, v pL L
KASUBBAG / KASUBRID

PELAKSANA L1 DUWEL BANING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal bolWxo BEl ol

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

AR ' LI AMA A RIARAND

iNGAN TAHUN 20117 NOMOR

SEKRETARIS v BUPATI KATINGAN

M .



